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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANYLUMAS,

hahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan
keamarnan di Lingkunpan Paser di ksbupaten
Banyumas, maka perlu adanya pengaturan
mengenai pengzlolaan Pasar;

. bahwa schubumgan dengan hal tersebut, periu

menetapkan Perstoran Daerah temang Pengelolaan
Pasardi kabupaten Bonyumas;

Undang-undang Nomor 13 Tohun 1950 tentang
Pembentukan Dacrahdaerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Fropinsi Jawa Tengah ;

Undeng-undang. Momor 8 Tehun (98] enlung
Hukum Acara Pidana (Lembaran Nogara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
MNomor32093;

Undang-undang Momor 23 Tahun 1997 tenteng
Pengelotaan Lingkungan Hidup (| .emhbaran Negara
tahun 1997 Momor 68, Tambahan Lembaran Megara
MNamor 36995;



4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara [ahun 1999
Nomeor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835),

5 Undang-umdang Womor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemermtah Pusat dan
Daerah (Lembaran Nepara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran NegaraNomor 3348) |

. Peraturan Pemcrintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Womor 54, Tambahan Iembaran Negara Momor 3952);

7 Peraturnn Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [l
Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Sebagai Penvidik Mada Pemerintah Kobupaten Daerah
Tingkat 11 Banyumas {Lembaran Daerah Kabupaien
Daerah Tingkat 11 Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Sen
D);

8. Peraturan Dgerah Kabupaten Daerzh Tingkat 11
Banyumas Momor 38 Tahun 1995 lenlang Kebersihan
dan Keindahan [ingkungan (Lembaran Dacrah
Kabupaten Cracrah Tingkat [l Banyumas Tehun 1995
Nomer 3 Sen B),

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menctapken : PERATURAN DAERAH TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

2

BAR 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Peratran Daerah ini yang dimaksud dengan ©

L.
2.
3

Dacrah adalah Daerah Kabupaten Banyumas,
Pemenintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas,

Dewan Perwakilan Rakyut Daerah yang selanjumya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah K abupaten Bany umas;

Bupati adalah Bupati Banyumas

Dings acaleh Dinas vang mempunyzi Tugas Pokok dun Fungsi di
bidang Pengelolaan Pasar;

K.epela Dinas adalah Kepala Dinas herta ;
ik pa vang bertanggpungjawab terhadap

Unit Pasar adalah Unit Pelaksane yang mempunyai Tugas pokok dan
fungsi di bidang Pemgglolaan Pasar, i A

Pasar adalah tempa! yang diberi batas terentu dan terdirl atas

pelataran, bangunan !Mrhmtl.llx Ruko (Rumah Tokoe), Toko/Kios, 1o,

;I;)EIT pasar dan fasilitas pasar vang dikelole/milik Pemerintah
acrah:

Bangunan Pasar adalah semua bangunan di Pasar yang dipakai untuk
herdagang

Ruko (Kumah den Toko) edalah bangunan tetap berlantai dus yang
digumakan unrak ruman dan ko, .

loko/kios adalah bangunan di Pasar yang heratap dan berdinding vang
dipergunakan untuk memperdaganekan barang dan stau jesa
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(1) Pengadean, Pemindahan, Pemugaran dan Penghapusan Pasar di

Los adalah tempat berjualan datam bangunan tetap tanpa dibatasi
dinding,

Halaman /Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka  di Pasar
yang dipakai unuk memperdagangkan barang dan/atan lasa:

Tempat Umum adalah lokasi atau tempat berjualan di luar Pasar vang
sifatnya tidak permanen yang ditetapkan aleh Bupati;

Fasilitus Pasar adelah hangunan di Pasar yang dipergunakan untuk
saranapenunjang kegiatan di Pasar;

Tempat Bongkar Muat adalah Tempat yang digunakan untuk kegiatan
menaikkan dan stan menunumkan muatan berupa barang dagangan di
Pasar

Pedagang adalah Setiap Orang atau Baden Hukum yang melakukan
kepintun menmwark an barang dan/atau jasadi Pasar,

Surat 1zin Penempatan yang selanjutnya disebut Izin Penempatan
adalah Surat Keterangan vang dikeluarkan vleh Bupati hagi para
Pedagang vang menempati tempat berjualan yang berada di arcal
Paszr milik Pemerintah Dacrah;
BAB II
PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertamn

Wewenang Pengadaan, Pemindahan, Pemugaran, Penghapusan,

dan Pengurusan Pasar

Pasal 2

Daerah ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD

B

(2) Pengurusan Fasar di Dazrah dilaksanakan oleh Bupati atau Dinas.

Bagian Kedua

Penggolongan Pasar

Pasal 3

(1) Berdasarkan Kelasnya, Pasardigolonzan menjadi:

()

(2)

a. PasarKelasl;
b. PasarKelasll;
¢ Pasar KelasIII;

d. PasarKelag]V,

Dupati menetapkan kelas-kelas Pasar di Daerah setiap 3 (tiga) tahun
sekali.

Bagian Ketiga
Pemakaian Bangunan Masar dan Fasilitas Pasar
Pazal 4

Bangunen Peser terdiri dari :
a, Ruko(Rumah Toko);

b Toko/Kios:

¢. Los;

d. Halaman | Pelataran:

Fasilitas Pasar antara lain, terciri dari:

|- Masjid Musholla

2. Tempat Parkir Kendaraom

4. Tempat Pemtipan K.endarean ;

L=



et b

m

2)

(1)

(2)

(N
(2)

Tempat Bonghar Muat,
Jalan Masuk
Penerangan Lingkungan ;
Kamar Mand1/ WC ;
Pemadam Kebakaran ;
Penyediaan Air Bersih

Paszal 5

Pamakaian Bangunan Pasar sehagaimana dimaksud pada Pesul 4 ayat
(2) huruf a. b, dan ¢ dilaksanakan dengan sistem undian dan atau
penunjukan.

Setiap Pedagang hanyz diperbolehkan memaxai Dangunan Pasar
sehanyak-hanyaknya 3 (tiga) tcmpat.

Pasal 6

Rupati dapat menetapkan pasar-paser tertentu mbagaj_Fasar Khusus
yang dipakai untuk memperdagengkan barang dan arau jasa lertent

Kepala Unit Pasar mengatur pengelompokan barang-barang
tagangan di dalam Pasar mcourut jenis atau sifainya, seh!ngga
menjamin ketertiban, keamanan, keindahan dan kesehalun bugi para
pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di Pasar.
Bagian Keempat
Waktu Keglatan Pasar
Pasal 7
Pasar dibukamulai pukul 05,00 sampai dengzn pukul 18.00 WIB.

Bupati dapat menetapkan pasar-pasar tertentu dibuka atau ditutup di
luar ketentuan schagaimana dimaksud dalamavat (1),

(h

(2)

3)

@)

(1)

@)

BAD Il
PERIZINAN
Bagian Pertama
Wewenang Pem berinn Izin Pencmparan
Pasal 8
Setiap Pedagang yang akan menggunakan Ruko, Toko/Kios dan Los
untuk berdagang, wajb terlehih dabulu memiliki Tzin Penempatan,
kecuali untuk Ruko, dan Toko/kios yang dasar penguasaanmya
didasarkan pada perjanjian.

[zin Penempatan schagaimana dimaksud dalan ayat (1) diberikan
vleh Kepala Dinas atas nama Bupati

Irir? Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapa
dipindshtangankan kecuali dengan Izin Kepala Dinas

Dalam memberikan Izin Penempatan sebagamaong dimoksud dalam
ayat (1), Kepala Dinas menelapkan kewajiban dan larangan yang
harus ditaati olch Pemegang [zin.
Bagian Kedun
Tata Cara Mendapatkan Izin Penempatan
Pasal 9

Untuk mendapatkan [zin Penempatan sehapaimans dimaksud paa
Pasal 8 avat (1}, Pemohon harus mecngajukan permohonan sccara
tertuliz kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pasar.

Permohonan sehagaimana dirmaksad dalam ayal (1) berisi -
o, MamaPemohon,



i)

Umur Pemohon;

Kewarganegaraan Pemohon;

Alamat lengkap Pemohen,

Luas dan lokasi Tempar Usaha yang dimoshon;
Jenis barang atau jase yang akan diperdogangkan,

mAan o

Kepala Dinas dapat mengabulkan atau menclak permohonan
sehegmmana dimaksud dalam avat (1) setelah memperhatiken

pertimbangsn Kepala Pasar.

Dalam hal permohonan dikebulkan, Kepada Pemohon diberikan Surat
[rinPensmpal.

Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan mi diberitahukan
secaratertulis dengan menyebuthan alasan-alasannya

Bagian Kefiga
Masa Berlakunya Izin Penempatan
Pasal 10

lzm Penempatan berfaku untuk jangka waktu 4 (cmpat) tahun dan

dapat diperpanjeng unuk 4 (empat) whun berikutnya, dengan
ketentuan setiap tabun harus thlepgalisic

Dalam hal Pemegang lzin Penempatan bermaksud akan
memperpanjang masa berlakunya izin, sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), maka dzlam wakiu selambat-lambainya 1 (satu) bulan
sebelum habis jangka waktu yamg ditetapkan harus sudah
memberitahukan maksudnya kepada Kepala Dinas melalm Kepala
UnitPasar.

Bagian Kecmpat
Biayva Administrasi

Pasal 11

Terhadap pemberian [zin Penempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9
ayal (4) atm: Perpanjangan [zin sebagaimane dimaksud pada Pasal 10 ayat
(2) kepada pemohon dikenakan bizya pengganti adminisirasi sebesar Rp,
3.000; (tiga ribu rupiah).

th

(2)

Bagian Kelima
Pencabutan lzin Penempatan
Pasal 12

{zin Penempatan tidak berlaku lagi ataudicabut karena

4 habis masa berlakunya;

b diperoleh secera tdak sah;

¢ melanggar ketentuan-ketentusn yang dintur dalam Persturan
Daerah int atau syarat-syarat vang ditctapkan dalam izin;

d. tidak menjalankan kegiatan usahanya sccara berturut-turut l=bih
dari 7 (tujuh) hari tanpa memberitahukan alasan yang sah;

¢. tempal usaha dibutubkan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan pembangunanatau kepentingan umum

f. Tempat Usahanya digunakan scbagai kegiatan vang bertentangan
dengan kesusilaan, kepentingan umum atau kelestarian
lingkungan hidup,

g dinyatakanpailitolch Pengadilan.

Dalam hal terjadi Pencabutan |zin sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), maka Pemegang Izin dalam wakw selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sctelah pencabutan, wajib sepera mengosongkan
dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kcepala Dinas lewat
Kepala Unit Pasar,



(3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana

(1

(2)

{3)

(1}

dimaksud dalan ayat (2) ternyats Pemegang lzin masih belum juga
melaksanakan kewaibannye, maka Kepala Dinas berhak untuk
memerintahkan dilakukannya pengosongan secara paksa
Bagian Keenam
Pemindahtanganan kzin Pencmpatan
Pasal 13

Dalam hal Pemegang lzin Pencmpatan bermaksud
memindahtangankan [zin ates namanya, maka ia berkawajiban
mengajukan permohonan balik mama kepada Kepala Dinas melalui
KepalaUnit Pasar.
Ates pemindahtanganan [zin Penempatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), pemohon dipungut biaya balik nema sebesar 10 %
(scpuluh perscratus) dari harga Ruko, Toko/Kus dan los yemg
ditetapkan.
Besarnya harga Ruko, Toko / Kios dan Los sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) ditetzpkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV

TATA TERTIB
Bagian Pertama
Tertib Bangunan Pasar
Pasal 14

Pedagang dilarang mendirikan, mengubah dan atau menambah
bangunan dalam bentuk apapun di Pasar tanpalzin Bupati,
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(2)

()

(4)

(5)

(&)

(1)

(2)

Menyimpang dari ketentuan ayat (1), pedagang dengan seizin dan
berdasarknn petunjuk dan Kepala Unit Dasar depat mempergunakan
payung atau tenda untuk menutupi barang dagangannya dengan
ketentuan harus segeramembongkarnya sctclah Pasar tutup.

Pedagang yang akan mendirikan, mengubah dan aau menambah
bangunan tcrickih dahulu harus mengajukan permohonan kepada
Bupati lewat Kepala Dinas.

Untuk menyetujul atau menolak permohonan schagaimana dimaksud
dalam ayat (3], Bupati dapat meminla pertimbangan kspada Kepala
Dinasyang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan bangunan.

Segala biaya yang diperfuken untuk pelaksanaan mendinkan,
menguhal dan atan menambah bangunan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) ditanggung olch Pemohon yang bersangkutan dan
terhitung sejak selesainva pekerjaan pembangunan maka semua
bangunan tersebut menjadi milik Pemermizh Daerah

Setiap pedagang vang menempati Ruko dan Toko/Kios wajib
menyediakan alat pemadam kebakaran,

Bapian Kedua
Tertib Penempatan Barang Dagangan
Pasal 15

Untuk menjamin ketertiban. kebersihan, kemdaham, kesmanan dan
kesehatan, pedneong diwnjibkan mengatur barang dagangnya
sedemikian rupz sehingga tampak rapi, tidak membahayakan
kesclamatan umum serta tidak melchihi hatas tempat usaha yang
menjadi haknya.

Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas
tempat usaha yang menjadi haknva, dikenakan dends administras:
kelebihan luas menurut tarif recribusi yang berlaku bagi kelas pasar
vang bersanghkutan,
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Bagian Ketiga
Inramgan

Pasal 16

Sctiap orang dilarang -

i

hm}:nq:rat tinggal di dalam Pasar, kecuali Ruko; tanpa seizin Kepala
Urmt Pasar, sebelum au sesudah waktu Pasar, membawa atau
menmggalkan harang-harang dagangan  atau alac-alat unk
menjalankan usehadi Pasar;

rmeriyalakan api di dalam Pasar untuk menjalankan uszha dan lain-
lain kecuali dengan cara yang ditentukan oleh Kepala Sub. Unit Pasar;

menggunakan tempat |ain atau tempat yang lebih luas dan pada vang
telah ditetaplan menjadi haknya;

lmunin_imkan atau menyewakan tempal usahanya kcpada pihak
din;

masuk ke dzlam Pasar dalam keadaan mabuk atan mempunyai luka-
lukm yang sangal lidak menyedapkan pandangan atau mendcrita
penyukil menular yang membahayakan bagi kesehatan umum;

menjual barang-barang ataw melakukan pekesjaan yang menumut
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dinyatakon sebagai
barang terlarung dan atau perbuatan werlarang;

menjual-belikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barane
dan atau menjalankan pekerjaan/ussha di dalam Pasar vang
dipergunak an uniuk lalu lintas jalan;

melakukan vsaha atau kegiatan di dalam Pasar vang mengzanggn
aisu membgahayakan keamanan, ketertiban dan atau keselamatan
umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan vang
berlaku;

(1

(2)

(1)

bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tempat usaha di
Pasar;

menyelenzgarakan dan atouy menjalanken osaha di dalam Pesar
dengan menggumakan mesin-mesin, baik yeng menggunakan bahan

bakar minyak atsupin tenaga stk | kecuali denpan seizin dan
menurat cara vang dilentukan olch Kepala Unit Pasar;

men can‘memakai aliran listrik Pasar tanpa seizin Kepala Unin
Pasar.

BAB YV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

Sectiap orang atan badan vang melanggar Pasal B avat (1), Pasal 14
ayat (1), Pasal 15 ayat [1). dan Pasal |6, diancam pidana kurungan
paling lama 3 (riga) bulan ztau denda paling banyak Rp. 3.000.000;
(liga jularumah)

Tindak pidana sebagammana dimaksod dalam avar (1) adaish
Pelanggaran,

BAB V1
PENYIDIKAN
Pasal 18
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diben wewenang khusus sebagai Penvidik untuk melakukan
penyidikan tmdak pidana schagaimana

dimaksud dalam Undanz-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentong
Hukum Acara Pidana,
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(2) Wewenang Penyidik schagaimana dimaksud dulam ayat( 1) adalah

4

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
loporan berkenaan dengan lindak pidana .

_ &gar keterengan otau laporan tersehut menjadi lengkap
dan jelas:

meneht. mencari dan mengumpulkan keterangan mengena
orang pribadi atau badan tentanz kebenaran petbustan yang
:Itlaic;i:n sehubungan dengan tindek pidana .

terse

meminla keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi aay
badan sehubungan dengan tindak pidana i

mfmerik.sa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tmdak pidana

melakukan penggeledaban untuk mendapatkan bahan bukti
pambuli.uan. pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadop bahan bukti tersebut:

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksansan tupas
penyidikan tndak pidana \ =

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan reangan
atau tempat pada saal pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢;

memotrel scscorang yang berkaitan dengan undak pidana

mermanggil seseoranz uniuk  didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J- menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk Kelancaran penyidikan
tindak pidana menurul Hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan

(3} Penvidik sebapgsimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan
dimulainys penyidikan dan menvampaikan hasil  penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undeng-undang Nomor 8'Tahun 1581 tentang Hukum Acara Pidana.

BAE VII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

FPasal 19

(1) Dinas bertangoung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini
{2) Untuk kepentingan pelaksannen Peraturan Daerah scbagaimana
dimaksud dalam ayat (|, diberikan biaya operasional yang besarnya
ditetapkan dengan Keputusan Bupari dan ditampung dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
FPasal 20

Pengawasan uminm atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
aparat penzawas fungsional Pemenntah Dacrah.
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BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21
(1) Pedagang vang menggunakan/memaka aliran listrik atau air minum
vang tersedia di Pasar, diwajibkan mengganti biaya pengpunaan
alirun listrik stavsirminum dimaksod.

(2) Besarnya biayn pengganti dimaksud dalam ayat (1) ditctapakan
dengen K eputusan Bupati.

Pasil 22
(1) Terhadap Pasar-pasar tertentu vong telah diremajokan, dipugar otau
dibangun. kepada pemakainya diwajlbkan mengganti biaya tersebut
vang hesarnya ditetapkan oleh Bagmti
(2) Pembayaran biaya bangunan sebagsimana dimakeud dalam aya (1)
dapat dilakokan secara kontan atzu angsuran tiap bulan selama §
{Tirna) tahim
BAB IX
KETENTIAN PENUTUP
Pasal 23
Hal<hu! yang belim cukup diatur dalam Peraturan Dacmb ini, sepanjang
mengenai toknis pelaksanaannya diatur kemuodian dengan Keputusan
Bupeti,
Pusal 24

Feraturon Daerah mi mula berlelupada tanggal dinndangkon,

Agar setiap orang dapat mengelahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatanniva dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banvumas.

Ditstapkon di Purwokarto

pada tanggal 30 Juni 2003

BUPATI BANYUMAS

ttd

ARISSETIONG

Diundangkan di Purwokerto
Pada tangpal | Juli 2003

SEERETARIS DACRAH KABUPATEN BANYUMAS
Pelaksana Tuzas,

itd.

I
Wakil Bupati

LEMBARAN NAFRAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR22 SERIE
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

L PENJELASAN

Sahwa dalam rangka untuk menjanin adsnya kepastian hukum, tertib
administrasi dan menmgzketkan pendapatan Pasar di Kabupaten Bamyumas,
;ﬂa perlu adanya Peraturan Dagrah yang mengatur tentang Penzelolaan

asar.

Bahwa Pengelolann Pasar scbelumnya telah distur dalam Peraturan
Cracrah Nu_m{:r 2 Tahun 1999 entang Retribusi Masar. maka untuk lebih
mengefektifian pelaksansem Penpelolaan Pasar di Kabupaten Banvumas
perfu diatur dalam Peraturan Daeral tersendini. '

_ Dﬂmp_ing i, Peraturan Dagerah ini juga dijadikar schagai landasan
hukum hng:l pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan
rerhadap kegiatan Pasarmilik Pernerintah Kubupaten Banyumas.

I PENJELASAN PASALDEMI PASAL

Pasal 1 - Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan
dalam Peraturan Daerah ini Dengan acdanya pengertian
tenlang istilah tersebut, dimaksudkan untuk menceguh
umbulnya selah tafsw dan salah pengertinn dalam
memahami dan melaksanakan Pasal-pasal vang
bersanghkutan.

18

Pasal 2
Pasal 3 ayar (1):

+ Cubkup jelas.

Penentuan Kelas Pasar 1, 11, 111 dan [V didasarkan
pada faktor-faktor schagai berikut :

a. Tingkat Pendapatan Pasar ;

b. Kondisi Bangunan Pasar |

c.  Lokasi Bangunan Pasar

Muasmng-masmg faktor tersebut diberi indikator dan
skor sebagai berikut :
1. Tmgkat Pendapatan Pasar -

a  lebih dari Rp. 10.000.000,- / bulan, nilai skor

b. Rp. 53.000.000,-s/d Rp. 10.000.000,- / bulan ,
nilat skor=3 ;

¢. Kurang dari Rp, 2.500.000.- / bulan, nilai skor

S |

2. Kondisi Bangunan Pasar ;
4. termasuk bangunan permanen, skor=3;
b. termasuk bangunan permanen |1, skor=2;
¢ termasuk bangunan semi permanen /sementara,
skor=1.

3. Lokasi BangunanPasar
a. beradadijalan Arteri [ Kolektor, skor=1 ,
b. beradadi jelan lokal, skor—2 ;
¢. beradadijalan lingkungan, skor=1;

Selanjutnya untuk mencntukan Kelas susatn Pasar
adalah didesarkan pada hasil penjumighan perolehan
skor masing-masing Pasar dan pada tiap fakior sebagai
berikut:

a. Pasar Kelas yane mempunyai skornilai 9 - 10
b. Pasar Kelas [Iyangmempunyeiskornilai 7 8;
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Pasal Javat(2) -

Pasal4

Pasal Suyai(1) :
Pasal Sayal(2) :

Pasal 6 ayat(l) :

Masal 6 avat(2)
Pasal 7
Pasal §

Pasal Qayat (1)
danavyat(2)

Pasal 9avat (3} :

Pasal Qavat (4)
dan avat(5)

¢. PasarKelasIlT yang mempunyaiskornilai 5 6,
d. PasarKelasIV yang mempunyaiskornilai 3 4:

Cukupjelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Fm;nihkuasan 1 d:i:m’m lf:mpiat di Pasar dimaksiudban
untuk menghindan mo i perdagangan di Pasar,
seria uniuk lebih mmm kesempatan bagi para
Pedagang ckonomi lemsh dalam mengembangkan
usahanya.

Yang dimaksud dengan Pasar Khusus adalah tempat
wrtuk memperdagangkan barang dan jasa atau jasa
tertentu, misalnva Paser Buah, Pasar Pedagsng Kaki
lima (Loak), Pasar Hewan, dan sebagainya.
Cukupjelas

Cukupjelas

. Cukupjelas

: Cukupjelas

Pertimbangan dasar penolakan Permohonan Tzin

Penempatan adalah

l. Permohonan yang diwjukan tidak memenuhi
persyaralan adminisiras: vang telah
diteritukan;

2 Barang yang akan diperjual belikan dilarang oleh
Pemerintah, sesuai Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

» Cukup jelas

Pasal 10
Pasal [1
Pasal 12 ayat (1) huruf a
Pasal 12ayat(1) hurufb

Pasal 12ayat (1) hurulc
sidg

Ppsol 12 gyat (2) dan
ayat(3)

Pasal 13s/dPasal 24

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jclas
Yang dimaksud dengan Izin diperoleh
secars dak sah adaluh jika dalam

memperoleh [zin ada unsur-unsur paksaan
{ pemalsuan dan/ penipuan.

Cukup jelas

Cubkupjelus

Cukupjelas
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